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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Keuangan BUMN apakah sama dengan Keuangan Negara  

Setelah ada perdebatan tentang keuangan negara dan keuangan BUMN, 

apabila dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang kekayaan negara, 

pasal 1 dalam Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa sebenarnya 

BUMN adalah sebuah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. Dikarenakan penulis di sini ingin 

mengetahui apakah sebenarnya keuangan negara itu sama dengan keuangan 

negara atau dengan kata lain apakah semua kerugian dalam transaksi bisnis 

di BUMN termasuk dengan keuangan negara. Oleh karena itu, dilihat dalam 

pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bahwa apabila ditafsirkan bahwa 

sebenarnya pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara 

dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk 

di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban 

yang timbul karena: 

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, 

Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau 

Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 

perjanjian dengan negara. 

Oleh karena itu, apabila dilihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan 

Negara bahwa dikatakan semua kekayaan negara adalah seluruh kekayaan 

yang dipisahkan dan tidak dipisahkan yang artinya di Undang-Undang 

BUMN yang menyebutkan merupakan kekayaan yang dipisah masuk dalam 
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ranah keuangan negara. Korupsi yang merugikan keuangan negara adalah 

jenis korupsi yang melibatkan transaksi bisnis yang merugikan keuangan 

negara. Kesimpulan ini juga didorong oleh  Yurisprudensi yaitu pada putusan 

MK nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013. Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-

XI/2013 menyatakan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam 

Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian 

yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan 

negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh 

melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Yang 

menegaskan bahwa Keuangan BUMN merupakan keuangan Negara. 

5.1.2 Konsistensi Pertimbangan hakim dalam kasus korupsi merugikan 

keuangan negara yang di dalamnya memiliki substansi Business 

Judgment Rule sebagai alasan pembenar 

Dilihat dari 4 kasus yang dibahas di atas, yaitu tentang kasus korupsi PT 

Pertamina, kasus korupsi PT Jiwasraya, kasus korupsi PT Jasindo, dan kasus 

korupsi PT Merpati bahwa hakim terlihat konsisten dalam 

mempertimbangkan doktrin Business Judgment Rule sebagai alasan 

pembenar dilihat dari 3 sisi yaitu: 

1. Apakah Business Judgment Rule selalu dipertimbangkan dalam kasus korupsi 

merugikan keuangan negara apa tidak? 

Dalam 4 kasus di atas, Hakim selalu mempertimbangkan prinsip Business 

Judgment Rule yang pada dasarnya ada dalam Undang-Undang nomor 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 97 ayat 5. 

2. Apakah Hakim sudah benar dalam substansi Business Judgment Rule dalam 

kasus-kasus korupsi tersebut? 

Dalam empat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, putusan hakim 

mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut 

memenuhi doktrin Business Judgment Rule. Bahwa sesuai dengan apa yang 

dibahas dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan, ada beberapa kasus 

yang masih masuk dalam doktrin Business Judgment Rule dan ada juga yang 
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tidak. Namun, Hakim memastikan bahwa fakta dan doktrin diputuskan sesuai 

dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang. 

3. Apakah putusannya konsisten menerima atau menolak Business Judgment 

Rule sebagai alasan pembenar? 

Dilihat dari empat kasus yang dibahas, Hakim sudah mempertimbangkan 

apakah tindakan yang diambil masuk dalam doktrin Business Judgment Rule. 

Seperti pada kasus korupsi Karen Agustiawan, putusan Hakim menyatakan 

bahwa keputusan Karen sebagai direktur utama masih masuk dalam ranah 

doktrin tersebut dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan dari 

tuntutan. Sedangkan dalam putusan Hotasi Nababan, Dangan Suroso dan 

Joko Hartono Tirto Hakim menolak bahwa tindakan mereka masuk dalam 

Ranah Business Judgment Rule. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Hakim konsisten dalam 

mempertimbangkan Business Judgment Rule di dalam empat kasus yang 

dibahas di penelitian ini. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran mengenai Keuangan BUMN merupakan Keuangan Negara  

Problematika mengenai beberapa Undang-Undang yang berhubungan dengan 

keuangan negara menimbulkan kontradiksi antara beberapa Undang-Undang. 

Oleh karena itu, menurut peneliti, harusnya hukum mengenai keuangan 

negara lebih jelas membedakan antara keuangan negara dan keuangan 

BUMN. Hal ini karena masih adanya masalah yang muncul mengenai 

pemisahan antara keuangan negara dan keuangan BUMN meskipun sudah 

terdapat beberapa undang-undang dan putusan yudisial yang menyatakan 

bahwa keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Ada 

undang-undang yang masih menyatakan bahwa keuangan BUMN dipisahkan 

dari keuangan negara, seperti dalam Undang-Undang BUMN. Apabila 

Undang-Undang mengenai keuangan negara lebih dipertegas, maka dalam 

beberapa kasus tindak pidana korupsi pun akan lebih jelas dibawa dengan 

Undang-Undang yang mana dan arahnya akan jelas apakah dia melakukan 

korupsi atau tidak. Dan juga memperjelas ranah yang termasuk ke dalam 
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kerugian negara atau merugikan keuangan negara. Karena apabila tidak, 

semua kerugian yang dialami BUMN, berapa pun kerugiannya, dapat 

dianggap merugikan negara. Dalam kasus-kasus seperti ini Hakim harus 

melihat bahwa ada risiko bisnis di dalamnya. 

5.2.2 Saran mengenai konsistensi pertimbangan hakim mengenai doktrin 

Business Judgment Rule dalam beberapa kasus tipikor di BUMN 

Berdasarkan diskusi di atas, masalah keuangan negara dan keuangan BUMN 

seharusnya dipisahkan untuk menentukan apakah mereka terkait atau tidak. 

Penilaian untuk kasus yang ada adalah berdasarkan karakteristik BUMN 

sebagai sebuah badan usaha bisnis yang memiliki risiko bisnis seperti halnya 

bisnis lainnya. Oleh karena itu, muncul doktrin Business Judgment Rule yang 

dapat digunakan sebagai pertahanan jika terjadi kerugian bisnis dan dianggap 

merugikan keuangan negara. Menurut peneliti, Hakim harus lebih 

mempertimbangkan penilaian Business Judgment Rule dalam setiap kasus 

korupsi yang merugikan keuangan negara karena hal itu akan melindungi para 

direksi dalam melakukan keputusan bisnis yang benar dan melakukan 

kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan dan maksud perseroannya masing-

masing. Karena kerugian BUMN dapat dianggap sebagai kerugian negara, 

doktrin Business Judgment Rule seharusnya menjadi fondasi atau dasar bagi 

tindakan direksi dalam mengambil keputusan bisnis. 
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